
BUPATl TEGAL

PROVINSl JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATl TEGAL

NOMOR : 43 TAHUN2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Peijalanan Dinas Bagi Bupati, Waldl Bupati,
pPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2018;

bahwa Peraturan Bupati sebagimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat
ini, sehingga perlu disesuaikan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri.

b.

c.

Mengingat 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Reuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Reuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);



6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali tersikhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomgm Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2013
Tahun 2013 tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawsii Tidak
Tetap;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2003 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 4);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dew^ Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
penta Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor
69);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 70);

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan d^ Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata keija Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 71);

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Keija Badan-Badan daerah
Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2016 Nomor 72);

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Keija Kecamatan (Berita Daerah
Kabupaten Tergal Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Tegal;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal;
5. Pegawm Aparatur SipU Negara adalah Pegawai Negeri SipU dan Pegawai

Pemenntah dengan Peijanjian Keija dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tegal;

6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah PTT di
lingkung^ Pemerintah Kabupaten Tegal;

adalah pihak yang berhubungan dengan kegiatan pada



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah;

9. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
ad^ah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

10. Peijalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Peijalanan
Dinas adalah peijalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

11 • Peijalanan Dinas Dalam Daerah adalah peijalanan dinas yang
dilakukan di dalam Kabupaten Tegal.

12. Peijalanan Dinas Luar Daerah adalah peijalanan dinas yang dilakukan
dari/ke Kabupaten Tegal.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD;

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

15. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekeijaaan tertentu;

16. Surat Peijalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD atau dengan
sebutan lain adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dalam rangka pelaksanaan Peijalanan Dinas oleh Pelaksana
SPD;

17. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang melaksanakan
Peijalanan Dinas;

18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
d^ulu {pre-calculated amountf dan dibayarkan sekaligus;

19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah;

20. Perhitung^ Rampung adalah perhitungan biaya Peijalanan Dinas
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan vane
berlaku; ^

21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan keija;
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Peijalanan

Dinas;
23. Kegiatan Paket Fullboard adalah kegiatan diluar kantor sehari penuh

dan menginap, dengan biaya penginapan dan makan ditanggung
penyelenggara.

24. Uang Persedia^ yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
keija dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD,
yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung;

25. Standarisasi Satuan Harga adalah satuan biaya yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Keija
dan Anggaran Pemerintah Daerah;



26. Penginapan lainnya adalah penginapan berbayar selain hotel.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain
yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Peijalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kineija

SKPD;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Peijalsinan Dinas dan

pembebanan biaya Peijalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Peijalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan
menjadi:

a. Peijalanan Dinas Dalam Daerah; dan

b. Peijalanan Dinas Luar Daerah.

Pasal 5

Peijalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;

e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;



g. mengikuti pendidikgin dan pelatihan; dan
h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam
melakukan Peijalanan Dinas.

Pasal 6

(1) Peijalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dliakukan sesuai perintah atasan
Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah.

(2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peijalanan
Dinas Luar Daerah diterbitkan oleh:
a. Bupati untuk Peijalanan Dinas yang dilakukan Bupati, Wakil

Bupati, Sekretaris Daerah;
b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Peijalanan Dinas yang

dilakukan Kepala SKPD dan Staf Ahli Bupati; dan
c. Kepala SKPD untuk Peijalanan Dinas yang dilakukan Pelaksana

SPD pada SKPD berkenaan atau pelaksana SPD dari SKPD/Instansi
lain atas kepentingan SKPD yang berkenaan.

(3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peijalanan
Dinas Dalam Daerah diterbitkan oleh:
a. Bupati untuk Peijalainan Dinas yang dilakukan Bupati, Wakil

Bupati;
b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Peijalanan Dinas yang

dilakukan Staf Ahli Bupati; dan
c. Kepala SKPD untuk Peijalanan Dinas yang dilakukan Kepala SKPD

dan Pelaksana SPD pada SKPD berkenaan.
(4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta ayat

(3) huruf a berhalangan maka penandatanganan Surat Perintah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan masing-masing oleh Wakil
Bupati.

(5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf
c  serta ayat (3) huruf b dan huruf c berhalangan maka
penandatanganan Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawahnya.

(6) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. maksud penugasan;
d. waktu pelaksanaan tugas; dan
e. tempat pelaksanaan tugas.

(7) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penerbitan SPD;

(8) Pelaksana SPD dalam bentuk Tim hanya untuk Peijalanan Dinas Dalam
Daerah;

(9) SPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1)
PPKom menerbitkan SPD.



(5)

f memenuhi undangan dinas makapei^sana SPD palmg banyak sesuai jumlah pejabat/pegawai vans
undangan tidak meniantuiitan juS

diundang, PPKom berdasarkan prinsip efektif,
efisien dan secara selektif menerbitkan SPD hanya kepada
pejabat/pegawai yang terkait langsung.

karena jabatannya mendapat fasilitas pendampingan
tA\ ^ ajudan dan atau sopir sesuai kebutuhan.(4) Dalam penerbitan SPD, PPKom berwenang untuk menetapkan alat

tran^ortasi yai^ digunakan dan lama atau waktu yg digunakan untuk
melaksanakan Peij^anan Dinas dengan memperhatikan kepentingan

tujuan Peqalanan Dinas serta prinsip Peijalanan DiLs
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

menerbitkan SPD bagi Pegawai Negeri/Pegawai Tidak
Tetap/Pihak Lam diluar SKPD berkenaan untuk melakukan Peijalanan
Dinas ^Pentmgan SKPD berkenaan dengan surat pemyataan dari

•  1^ bahwa Peijalanan Dinas tersebut tidakdibiayai oleh SKPD pelaksana SPD.
(6) Pelaks^a SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperintahkan oleh

Pt •'f , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).(7) Untuk satu Pelaksana SPD diterbitkan satu SPD kecuali untuk
Pelaksana SPD dalam bentuk Tim dapat disatukan dengan

nama anggota tim sebagai pengikut dalam SPD.
(  ) Pelaksana Sip dalam bentuk Tim sebagaimana dimaksud ayat (5)

hanya untuk Peijalanan Dinas Dalam Daerah.
(9) Sip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format

sebagmm^a terc^tum dalam Umpiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PA/KPA yang bertindak sebagai PPKom maka penerbitan SPD
dilakukan PA/KPA.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

(1) Biaya Peijalanan Dinas terdiri atas komponen :
a. uang harian;

b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. biaya sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas*
a. uang makan;
b. uang transport lokal; dan
c. uang saku.

(3) Uang harian untuk peijalanan dinas dalam rangka mengikuti
p^dididkan latihan (diklat) selain diklatpim, bintek luar daerah dapat
dibenkan uang harian diklat.
















































